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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk 

mengatur sendiri urusan pemerintah dan semua kepentingan masyarakat sesuai 

ketentuan yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. 

Pemerintah daerah memiliki hak dalam pemanfaatan sumber daya dan 

berkewajiban mempertanggungjawabkan wewenang yang telah diberikan. 

Pemerintah daerah berusaha secara bertahap akan mandiri dan melepaskan diri 

dari ketergantungan pada pemerintah pusat. Kemandirian pemerintah daerah 

otonom harus diimbangi dengan tata kelola pemerintahan yang baik demi 

tercapainya suatu tujuan.  Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan 

suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik. Hal ini diperlukan 

untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang accountable 

dalam rangka mengelola dana secara transparan, efektif, efisien dan dapat 

dipertanggungjawabkan (Kersana, 2017). 

Pemerintah terus melakukan pembaharuan tentang pengelolaan 

keuangan negara melalui pembenahan kebijakan dan peraturan perundang-

undangan, penyiapan, infrastruktur sistem keuangan baik berupa hardware 

maupun software, dan penyiapan sumber daya manusia termasuk penataan 

struktur tata organisasi pemerintahan (Jantong, Nurkholis dan Roekhudin, 2019). 

Dari aspek kebijakan dan peraturan perundang – undangan, reformasi pengelolaan 

keuangan negara telah melahirkan paket perundang – undangan negara yang baru,
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salah satunya Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual mewajibkan seluruh instansi pemerintah 

baik yang ada di pusat maupun di daerah untuk menerapkan SAP berbasis akrual. 

Terbitnya aturan tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 

2010 tentang SAP sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 

tentang Keuangan Negara mengisyaratkan kebijakan reformasi keuangan daerah 

dalam rangka mewujudkan good governance pada pemerintah pusat maupun 

daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Pemerintah berkewajiban untuk menerapkan kebijakan penerapan SAP 

berbasis akrual per tanggal 1 Januari 2015. Penerapan SAP berbasis akrual 

membutuhkan proses yang berkelanjutan dan terpadu (Supra, 2016). Penerapan 

SAP berbasis akrual di daerah cukup kompleks jika dibandingkan penerapannya 

di pemerintah pusat. Penerapan SAP diharapkan dapat meningkatkan 

akuntabilitas dan transparansi pada sektor publik karena akuntabilitas dan 

transparansi merupakan konsep awal dari pemikiran diterapkannya SAP berbasis 

akrual. Akuntabilitas dan transparansi tercemin dalam laporan keuangan yang 

disusun oleh pemerintah. Laporan keuangan yang berkualitas tercermin dari 

pendapat yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan 

tingkat kepatuhan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (Nasution, 

Erlina, dan Sari, 2015).  

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan mensyaratkan laporan keuangan yang berkualitas harus dapat 

dipahami, dapat dibandingkan, relevan, dan andal. Laporan keuangan yang 
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berkualitas merupakan tujuan dari organisasi sektor publik sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas wewenang yang telah diberikan (Kersana, 2017). 

Tolak ukur suatu keberhasilan pemerintah dalam menerapkan SAP 

berbasis akrual adalah adanya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang 

diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP diakui jika 

pengungkapan dalam laporan keuangan jelas dan dapat digunakan sebagai bahan 

dalam pengambilan keputusan oleh pengguna atau kepala pemerintahan. Dikutip 

dari website www.bpk.go.id menyatakan bahwa BPK memberikan opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

tahun 2019. LKPP tersebut menyajikan semua laporan keuangannya secara wajar 

dalam hal yang material, posisi keuangan per 31 Desember 2019, realisasi 

anggaran, dan operasional serta perubahan ekuitas sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan. LKPP pada tahun 2019 mengkonsolidasi 87 Laporan 

Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara 

Umum Negara (LKBUN). BPK memberi opini WTP kepada 84 LKKL dan 1 

LKBUN, sedangkan 2 LKKL mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian 

(WDP). Selain itu, masih terdapat 1 LKKL yang mendapat opini Tidak 

Menyatakan Pendapat. Dalam pemeriksaan atas LKKP tahun 2019, BPK masih 

mengidentifikasi sejumlah masalah terkait Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan 

ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Dari tahun 2012-2019 Pemerintah Kabupaten Ponorogo masih mampu 

mempertahakan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) berdasarkan hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2019, Bupati 

Ponorogo Ipong Muchlissoni menerima hasil pemeriksaan BPK atas opini Wajar 

http://www.bpk.go.id/
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Tanpa Pengecualian (WTP) di kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. 

Kabupaten Ponorogo berturut-turut sejak tahun 2012 mendapat penghargaan 

WTP yang berarti mengukuhkan bahwa Kabupaten Ponorogo sebagai wilayah 

yang patuh dan taat pada prinsip pengelola keuangan sesuai standar akuntansi. 

Kabupaten Ponorogo mulai menerapkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang basis 

akrual pada tahun 2015. Sejak sebelum menggunakan SAP berbasis akrual, 

Kabupaten Ponorogo sudah memperoleh opini WTP dari BPK.  Namun, 

kewajaran dalam beropini BPK bukan berarti kebenaran mutlak suatu transaksi 

melainkan kewajaran atas hal-hal yang material atas penyajian laporan keuangan.   

BPK melakukan penilaian mengenai pengelolaan keuangan, pengelolaan 

aset, dan pengelolaan pendapatan. Walaupun Kabupaten Ponorogo memperoleh 

opini WTB atas laporan keuangan periode 2019 masih terdapat catatan dari BPK 

atas pengelolaan aset. Pengelolaan aset pada pemerintah Kabupaten Ponorogo 

belum memadai. Sesuai Pegmendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah Kabupaten Ponorogo 

belum memaksimalkan dalam mencatat pertambahan aset secara akurat. Hal ini 

disebabkan karena survei terhadap barang milik daerah terakhir dilaksanakan pada 

tahun 2002 (radarmadiun.co.id diakses pada 27 September 2020). Dengan hal ini, 

dalam melakukan penyajian laporan keuangan diperlukan sistem pengendalian 

pada pemerintahan, akuntan yang berpengalaman dan sistem yang memadai demi 

terciptanya laporan keuangan yang akuntabel (sumber: timesindonesia.co.id). 

Penyajian Laporan Keuangan yang berkualitas tidak selalu berjalan 

sesuai dengan prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, 

dan pelaporan posisi keuangan. Terdapat kendala - kendala seperti pengendalian 
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yang lemah dan pemanfataan teknologi yang informasi yang rendah. Penerapan 

teknologi informasi dan pengendalian internal yang baik merupakan aspek yang 

sangat penting mengingat bahwa semua pengerjaan laporan keuangan sudah 

berbasis teknologi dan membutuhkan pengendalian pada organisasi yang kuat 

(Pangestu, 2019).  

Menurut penelitian Supra (2016) variabel pemanfaatan teknologi 

informasi berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis 

akrual. Proses penerapan standar akuntansi berbasis akrual bisa berjalan dengan 

lancar jika perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan memiliki kualitas yang 

baik. Mengingat bahwa pengelolaan data transaksi keuangan pada saat ini berbasis 

komputer dengan menggunakan perangkat lunak yang berkualitas. Menurut Aulia 

dan Ardiyanti (2019) pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis 

akrual. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan memanfaatkan teknologi 

informasi dengan baik, maka sistem informasi akuntansi tidak dapat dilaksanakan 

cermat, tepat, dan akurat dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan 

berbasis akrual. 

Menurut Sanjaya, Rasuli dan Haryani (2016) Sistem Pengendalian 

Internal (SPI) sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kualitas informasi keuangan 

yang sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan yang sesuai dengan 

PP No. 71 Tahun 2010. Dewi dan Purnamawati (2017) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa sistem pengendalian internal sangat berpengaruh terhadap 

penerapan SAP berbasis akrual. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Pituringsih (2015) bahwa sistem pengendalian internal tidak 
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berpengaruh terhadap penerapan SAP berbasis akrual. Hal ini terjadi disebabkan 

adanya sistem pengendalian internal yang berjalan tidak efektif.  

Menurut Kersana (2017) sistem pengendalian internal yang baik akan 

membuat kinerja pemerintah menjadi optimal sehingga akan mampu mencapai 

segala tujuan yang telah ditetapkan. Semakin baik sistem pengendalian internal 

dipengaruhi oleh komitmen yang besar dari setiap anggota dilingkungan 

pemerintahan. Semakin baik pengendalian intern suatu entitas tentu akan semakin 

baik pelaksanaan sistem akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan 

yang dihasilkan. 

 Komitmen Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam 

mengimplementasikan SAP berbasis akrual juga sangat dibutuhkan, dengan 

adanya komitmen dari SKPD maka implementasi SAP berbasis akrual diharapkan 

dapat berjalan dengan baik (Nasution, Erlina, dan Sari, 2015). Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Dewi dan Purnamawati (2017) komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap  penerapan SAP berbasis akrual, dimana jika terjadi 

peningkatan komitmen organisasi maka keberhasilan penerapan SAP berbasis 

akrual juga akan meningkat.  

Pemanfaatan teknologi informasi dapat terwujud dengan adanya sistem 

pengendalian internal yang maksimal dan dapat terwujud dari komitmen 

organisasi yang tinggi dari seluruh pegawai. Hasil penelitian oleh Arta dan 

Yadnyana (2019) bahwa kualitas sdm, komitmen organisasi, dan pemanfaatan 

teknologi informasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penerapan SAP berbasis akrual. 
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Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Supra (2016) dan Dewi.dkk (2017). Perbedaan dengan penelitian 

Supra (2016) dan Dewi.dkk (2017) yaitu terletak pada variabel – variabel 

independen dan wilayah penelitian. Penelitian oleh Supra (2016) menggunakan 

variabel independen tingkat pendidikan, pelatihan, dan kualitas teknologi 

informasi dengan objek penelitian terletak di Kabupaten Musi Banyuasin. 

Penelitian Dewi.dkk (2017) menggunakan variabel independen kualitas sumber 

daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian internal dengan 

objek penelitian terletak di Kabupaten Bangli.   

Berdasarkan latar belakang, peneliti melihat perlu dilakukan penelitian 

tentang aspek-aspek yang memiliki hubungan kuat dalam penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual. Oleh karena itu, peneliti mengambil 

judul “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian 

Internal dan Komitmen SKPD Terhadap Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat 

Daerah Kabupaten Ponorogo)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual? 

2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal terhadap penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual? 

3. Bagaimana pengaruh komitmen SKPD terhadap penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah berbasis akrual? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi 

terhadap penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. 

2. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal terhadap 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. 

3. Untuk mengetahui pengaruh komitmen SKPD terhadap penerapan 

Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat diantaranya:  

1. Bagi Universitas  

Hasil peneltian ini diharapkan dapat menambahkan refrensi baru 

untuk universitas khususnya Fakultas Ekonomi Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo. 

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 

Diharapkan hasil penelitian tentang penerapan SAP berbasis akrual 

dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam hal-hal yang 

dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan kinerja 

pemerintah. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

peniliti mengenai bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi 

informasi dan sistem pengendalian internal terhadap penerapan SAP 

berbasis akrual dengan komitmen SKPD sebagai pemoderasi. 
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai 

referensi untuk menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya 

dalam mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan tema yang 

sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


